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Efektivitas Kebijakan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Dalam Upaya 

Penertiban Pengguna Jalan Di Kota Malang. Dosen Pembimbing I: Prof. Dr. H. 

Yakub Cikusin M.Si dan Dosen Pembimbing II: Langgeng Rachmatullah Putra, 

S.AP., M.AP. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan 

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dalam menertibkan pengguna jalan 

di Kota Malang. Latar belakang penelitian didasari oleh tingginya angka 

pelanggaran lalu lintas serta kelemahan sistem tilang manual yang rawan 

penyimpangan. ETLE hadir sebagai inovasi penegakan hukum berbasis teknologi, 

dengan perekaman pelanggaran secara otomatis melalui kamera pengawas yang 

terhubung ke basis data nasional, sehingga meminimalkan interaksi langsung 

antara petugas dan pelanggar. 

Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik 

pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari pihak 

terkait seperti Satlantas Polresta Malang Kota dan Dinas Perhubungan. Analisis 

efektivitas kebijakan mengacu pada lima indikator William N. Dunn, yaitu 

ketepatan, manfaat, perataan, responsivitas, dan efisiensi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ETLE memberikan dampak positif 

terhadap peningkatan kepatuhan masyarakat dan penurunan angka pelanggaran 

tertentu, sekaligus memperkuat citra penegakan hukum yang transparan dan 

akuntabel. Namun, efektivitasnya belum optimal akibat keterbatasan jangkauan 

kamera, gangguan teknis, serta kurangnya sosialisasi. Faktor pendukung meliputi 

dukungan regulasi yang kuat, integrasi data dengan e-KTP, dan dukungan 

infrastruktur jaringan. Faktor penghambat mencakup rendahnya literasi lalu lintas 

sebagian masyarakat, keterbatasan sumber daya, dan adaptasi teknologi yang 

belum merata. 

Kesimpulannya, keberhasilan kebijakan ETLE di Kota Malang 

memerlukan penguatan sarana pendukung, peningkatan edukasi publik, serta 

koordinasi lintas instansi agar penerapannya dapat berjalan lebih optimal dan 

berkelanjutan. 

Kata Kunci: ETLE, Efektivitas Kebijakan, Penegakan Hukum, Kota Malang 
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SUMMARY 

 

Alfi Nur Sabrina Widayanti, 2025, Student ID 22101091067, Public 

Administration Study Program, Faculty of Administrative Sciences, Islamic 

University of Malang. The Effectiveness of the Electronic Traffic Law 

Enforcement (ETLE) Policy in the Effort to Regulate Road Users in Malang City. 

Supervisor I: Prof. Dr. H. Yakub Cikusin, M.Si and Supervisor II: Langgeng 

Rachmatullah Putra, S.AP., M.AP. 

 

This study aims to analyze the effectiveness of the Electronic Traffic Law 

Enforcement (ETLE) policy in regulating road users in Malang City. The research 

background is driven by the high number of traffic violations and the weaknesses 

of the manual ticketing system, which is prone to irregularities. ETLE emerges as 

a technology-based law enforcement innovation, automatically recording traffic 

violations through surveillance cameras connected to the national database, 

thereby minimizing direct interaction between officers and violators. 

This research applies a descriptive qualitative method, with data collected 

through interviews, observations, and documentation from relevant agencies such 

as the Malang City Police Traffic Unit (Satlantas Polresta) and the Department of 

Transportation. Policy effectiveness is analyzed using William N. Dunn’s five 

indicators: accuracy, benefits, equity, responsiveness, and efficiency. 

The results show that ETLE has positively impacted public compliance and 

reduced certain types of violations, while strengthening the image of transparent 

and accountable law enforcement. However, its effectiveness has not yet reached 

the optimal level due to limited camera coverage, technical disruptions, and a 

lack of public socialization. Supporting factors include strong regulatory backing, 

integration with the national e-ID system (e-KTP), and robust network 

infrastructure. Inhibiting factors consist of low traffic literacy among some 

citizens, limited resources, and uneven adaptation to technology. 

In conclusion, the success of the ETLE policy in Malang City requires 

strengthening supporting infrastructure, enhancing public education, and 

improving inter-agency coordination to ensure more optimal and sustainable 

implementation. 

Keywords: ETLE, Policy Effectiveness, Law Enforcement, Malang City 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Lalu lintas dan angkutan jalan berperan penting dalam mendukung 

efektivitas regulasi transportasi sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. Pengguna jalan juga menjadi faktor kunci 

dalam pelaksanaan kebijakan transportasi yang efektif (Abdullah, dkk., 2022). 

Di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat, jumlah kendaraan bermotor di 

Indonesia pada 2023 tercatat melebihi 157 juta unit, mayoritas berupa sepeda 

motor (bps.go.id, 2023). Lonjakan ini turut memperburuk permasalahan lalu 

lintas, seperti kemacetan, pelanggaran, dan kecelakaan yang mengancam 

keselamatan publik. 

Dalam kurun waktu 2015 hingga 2019, angka kecelakaan lalu lintas di 

Indonesia menunjukkan tren kenaikan rata-rata 4,87 persen per tahun, yang 

berdampak pada meningkatnya jumlah korban meninggal dunia. Data Badan 

Pusat Statistik mencatat, pada 2019 terdapat 25.671 korban jiwa dari total 

116.411 kasus kecelakaan di seluruh Indonesia (Safitri, dkk., 2023).  

Untuk menangani kompleksitas permasalahan lalu lintas, pemerintah 

telah menetapkan berbagai regulasi sebagai dasar hukum pengelolaan sistem 

lalu lintas nasional. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) (Abdullah, dkk., 

2022), serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara 

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dan Penindakan Pelanggaran (Putri, dkk., 
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2023). Regulasi ini menjadi pedoman bagi aparat dalam menciptakan lalu 

lintas yang aman, tertib, dan lancar. 

Seiring meningkatnya tantangan transportasi, Polri mengembangkan 

kebijakan berbasis teknologi sebagai respons atas kebutuhan penegakan 

hukum yang lebih efektif dan adaptif. Langkah ini sejalan dengan reformasi 

birokrasi serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik 

untuk melindungi pengguna jalan secara menyeluruh (Safitri, dkk., 2023). 

Meski berbagai kebijakan telah diterapkan, kesadaran hukum 

masyarakat dalam berlalu lintas masih rendah, terlihat dari tingginya angka 

pelanggaran yang memicu kecelakaan. Pelanggaran seperti tidak mengenakan 

helm, menerobos lampu merah, dan menyalahgunakan jalur menjadi 

penyebab utama kecelakaan. Di sisi lain, praktik suap antara pelanggar dan 

oknum aparat melemahkan efektivitas penegakan hukum (Abdullah, dkk., 

2022; Putri, dkk., 2023). Korlantas Polri mencatat mayoritas pelanggaran 

dilakukan oleh pengendara sepeda motor, khususnya melawan arus, tidak 

memakai helm, dan menerobos lampu merah, mencerminkan rendahnya 

kesadaran berlalu lintas (Korlantas.polri.go.id, 2024). 

Menurut Kompas.com (2023) dan data Masyarakat Transportasi 

Indonesia yang dikutip Indonesia.go.id (2024), tahun 2023 mencatat lebih 

dari 130 ribu kecelakaan, naik 6,8% dari tahun sebelumnya, dengan 77% 

melibatkan sepeda motor, terutama usia 25–40 tahun. Wilayah dengan jumlah 

kecelakaan tertinggi berada di bawah Polda Jawa Timur dan Jawa Tengah 

(masing-masing 29.372 kasus), serta Polda Metro Jaya (10.711 kasus). MTI 
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mendorong reformasi sistem SIM dan penegakan Peraturan Menteri PUPR 

No. 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Laik Fungsi Jalan untuk meningkatkan 

keselamatan transportasi (Indonesia.go.id, 2024). Sementara itu, data BPS 

menunjukkan angka kecelakaan dari 1992–2022 fluktuatif namun tetap tinggi, 

menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum lalu lintas yang 

lebih efektif (bps.go.id, 2024). 

Sebagai respons atas tingginya angka pelanggaran dan kecelakaan lalu 

lintas, pemerintah Indonesia melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia 

mengimplementasikan kebijakan penegakan hukum berbasis teknologi, yaitu 

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Kebijakan ini memungkinkan 

penindakan pelanggaran secara elektronik melalui pemantauan kamera 

pengawas di berbagai titik strategis. Dengan ETLE, pelanggaran lalu lintas 

terekam otomatis dan diproses tanpa interaksi langsung antara petugas dan 

pelanggar, sehingga meminimalisir praktik pungli dan penyalahgunaan 

wewenang (Putri, dkk., 2023; Safitri, dkk., 2023). Selain itu, kebijakan ini 

memberikan efek jera lebih kuat karena pelanggaran terekam secara objektif 

dan sulit disangkal. 

Menurut klaim Korlantas Polri (2024), kebijakan ETLE dinilai 

mampu menurunkan angka kecelakaan dan meningkatkan Kamseltibcarlantas. 

Penindakan menjadi lebih transparan dan akuntabel, diharapkan mendorong 

kepatuhan masyarakat. Sebelumnya, tilang manual rawan penyalahgunaan 

oleh oknum petugas dan pelanggar, sehingga efek jera tidak optimal 

(Abdullah, dkk., 2022). Namun, efektivitas ETLE masih perlu diuji secara 
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empiris, terutama di daerah seperti Kota Malang yang memiliki karakteristik 

tersendiri. 

Sebagai bagian dari inovasi penegakan hukum, kebijakan ETLE mulai 

diberlakukan secara nasional sejak 6 Desember 2017 untuk menggantikan 

tilang manual yang selama ini dinilai rawan penyimpangan. Melalui ETLE, 

pelanggaran lalu lintas direkam otomatis menggunakan kamera CCTV, lalu 

data diverifikasi oleh petugas dan dikirimkan kepada pemilik kendaraan 

pelanggar (Abdullah, dkk., 2022; Safitri, dkk., 2023). Kebijakan ini tidak 

hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga 

mempersempit peluang terjadinya pelanggaran etik oleh aparat di lapangan.  

Proses tilang ETLE berlangsung secara otomatis, dimulai dari 

perekaman pelanggaran oleh kamera, verifikasi data kendaraan oleh petugas, 

hingga pengiriman surat konfirmasi dan penerbitan tilang elektronik yang 

dibayar melalui BRIVA (Korlantas Polri, 2021). 

Sebelum ETLE, penegakan hukum lalu lintas menggunakan kebijakan 

tilang manual yang rawan penyalahgunaan, sehingga diperlukan inovasi 

untuk meningkatkan objektivitas dan efisiensi penindakan (Putri, dkk., 2023). 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 menjadi payung hukum 

sidang tilang elektronik, yang memungkinkan proses peradilan dilakukan 

secara daring tanpa kehadiran pelanggar (pn-malang.go.id, 2025).  

kebijakan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) merupakan 

bagian dari transformasi digital pelayanan publik oleh Kepolisian dan 

didukung oleh dasar hukum yang komprehensif, di mana Legalitasnya 
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merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan, yang melegitimasi penggunaan perangkat elektronik 

sebagai alat bantu penegakan hukum, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengakui sahnya 

bukti elektronik seperti foto dan video (Abdullah, dkk., 2022; Safitri, dkk., 

2023). 

Secara teknis, implementasi ETLE diatur melalui Peraturan 

Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021, yang memungkinkan proses tilang 

dilakukan tanpa interaksi langsung antara pelanggar dan petugas, guna 

meningkatkan transparansi dan menutup celah pungli (Putri, dkk., 2023). 

Dukungan hukum lainnya datang dari Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 

2014 tentang Angkutan Jalan serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang memperkuat peran Polri 

dalam pengawasan lalu lintas secara profesional (Safitri, dkk., 2023). 

Untuk menjamin efektivitas integrasi data pelanggaran dengan 

identitas kendaraan, kebijakan ETLE didukung oleh Perpol No. 7 Tahun 2021 

tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor sebagai dasar 

pengelolaan basis data, serta Perpol No. 5 Tahun 2021 yang mengatur 

penandaan pelanggaran pada SIM. Kedua regulasi ini menunjukkan bahwa 

ETLE bukan hanya inovasi teknologi, melainkan sebuah kebijakan penegakan 

hukum yang dibangun di atas fondasi hukum menyeluruh, mencakup aspek 

teknis, administratif, kelembagaan, hingga pembuktian hukum. Hal ini 
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menjadikan ETLE sebagai wujud modernisasi penegakan hukum lalu lintas 

yang sejalan dengan prinsip keadilan, efisiensi, dan transparansi di era digital. 

Seiring bertambahnya jumlah kendaraan dan aktivitas masyarakat, 

kebijakan lalu lintas di Indonesia, termasuk di Kota Malang, terus disesuaikan. 

Pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang aktif 

mengatur kelancaran lalu lintas, seperti dengan menerapkan rekayasa lalu 

lintas di Jalan Kahuripan dan Jalan Tumapel pada Mei 2025. Kebijakan ini 

dilengkapi evaluasi berkala untuk melihat efektivitasnya dalam mengurai 

kemacetan dan meningkatkan ketertiban lalu lintas (Timesindonesia.co.id, 

2023; Jatimtimes.com, 2025). 

Namun demikian, tingkat kepatuhan masyarakat masih menjadi 

persoalan penting. Tingginya angka pelanggaran lalu lintas di Kota Malang 

tergambar jelas dari hasil Operasi Zebra Semeru 2024 dan Operasi 

Keselamatan Semeru 2025 yang digelar oleh Satlantas Polresta Malang Kota. 

Selama Operasi Zebra Semeru dari 14–27 Oktober 2024, tercatat 10.763 

pelanggaran, dengan 2.276 pelanggar dikenakan sanksi tilang (baik manual 

maupun ETLE) dan 8.487 pelanggar lainnya hanya diberi teguran sebagai 

pembinaan (Detik.com, 2024). 

Jenis pelanggaran paling dominan meliputi melawan arus (780 kasus), 

tidak mengenakan helm Standar Nasional Indonesia (SNI) (930 kasus), 

penggunaan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis atau knalpot brong (440 

kasus), menerobos lampu lalu lintas (73 kasus), pengendara di bawah umur 

(83 kasus), serta satu kasus pengendara tanpa nomor polisi. Selain itu, untuk 



7 
 

pelanggaran yang melibatkan kendaraan roda empat, tercatat 21 kasus, terdiri 

dari dua pelanggaran melawan arus dan 19 pelanggaran menerobos lampu 

merah (Detik.com, 2024). 

Data terkait pelanggaran lainnya adalah dalam Operasi Keselamatan 

Semeru pada 14–19 Februari 2025, Satlantas Polresta Malang Kota menindak 

498 pelanggar yang terdiri dari pengendara roda 2 dan 4 dengan total denda 

Rp49,6 juta melalui tilang manual dan ETLE (radarmalang.jawapos.com, 

2025). 

Tren pelanggaran lalu lintas di Kota Malang dalam beberapa tahun 

terakhir menunjukkan dinamika yang fluktuatif, dengan kecenderungan 

peningkatan pada periode tertentu. Data tahunan menunjukkan fluktuasi dan 

peningkatan pelanggaran lalu lintas di Kota Malang. Pada 2022, tercatat 

2.704 pelanggaran dalam Operasi Keselamatan Semeru dan 1.847 

pelanggaran melalui ETLE statis (Malangkota.go.id, 2024; 

Jatim.tribunnews.com, 2022). Tahun 2023, jumlah pelanggaran meningkat 

32% menjadi 8.164 kasus, dengan 536 di antaranya ditilang secara elektronik 

(Harianbhirawa.co.id, 2024; Detik.com, 2023). Pada 2024, jumlah 

pelanggaran melonjak menjadi 25.093 (Memox.co.id, 2024). Bahkan selama 

Ramadan dan Lebaran 2025, pelanggaran naik 107% dari periode sebelumnya 

(Liputan6.com, 2025). Sementara itu, pelanggaran yang terekam ETLE statis 

justru menurun dari 1.847 kasus (2022) menjadi 1.369 kasus (2023) 

(Malangkota.go.id, 2024; Korlantas.polri.go.id, 2025). 
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Tidak hanya itu, angka kecelakaan lalu lintas di Kota Malang juga 

tercatat mengalami penurunan hingga 70 persen dibandingkan periode yang 

sama pada tahun sebelumnya, yang mengindikasikan dampak positif dari 

kebijakan pengendalian lalu lintas yang telah diterapkan (Malangkota.go.id, 

2024). Penurunan ini turut didukung oleh berbagai upaya penegakan hukum, 

salah satunya adalah tindakan tegas terhadap pelanggaran penggunaan 

knalpot brong. Sebagai respons terhadap maraknya pelanggaran tersebut, 

Polresta Malang Kota melakukan pemusnahan terhadap 440 unit knalpot hasil 

sitaan selama operasi berlangsung (Detik.com, 2024). 

Dalam wawancara yang dimuat oleh Detik.com (2024), Kapolresta 

Malang Kota, Kombes Nanang Haryono, menyampaikan bahwa terjadi 

peningkatan yang cukup signifikan dalam penindakan terhadap pelanggaran 

penggunaan knalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. Ia 

mengungkapkan bahwa jika pada tahun sebelumnya hanya terdapat 19 unit 

kendaraan yang ditindak, maka pada tahun ini jumlahnya melonjak hingga 

440 kasus. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat 

terhadap dampak penggunaan knalpot brong terhadap ketertiban dan 

kenyamanan lalu lintas masih perlu ditingkatkan.  

Jenis pelanggaran yang paling umum ditemukan meliputi tidak 

memakai helm SNI, knalpot brong, mengemudi tanpa sabuk pengaman, 

berkendara di bawah umur, kendaraan tanpa pelat nomor, dan melanggar 

marka jalan. Ketentuan sanksi denda diatur sesuai dengan Undang-Undang 

No. 22 Tahun 2009 berkisar Rp100.000–Rp750.000 tergantung jenis 
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pelanggaran. Operasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran 

masyarakat agar mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan dan 

ketertiban lalu lintas (radarmalang.jawapos.com, 2025). 

Sebagai tindak lanjut dari berbagai upaya tersebut, Pemerintah Kota 

Malang melalui Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Malang Kota mulai 

memperkuat pengawasan dengan memperluas penerapan kebijakan 

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di sejumlah titik strategis. Pada 

awal tahun 2024, tiga unit kamera ETLE statis telah resmi dipasang di 

Simpang Empat Kaliurang (Jalan Letjen Sutoyo), Simpang Tiga Borobudur, 

dan Simpang Empat ITN. Ketiga titik tersebut difungsikan untuk memantau 

secara real time berbagai bentuk pelanggaran lalu lintas, seperti menerobos 

lampu merah, tidak menggunakan helm, dan penggunaan ponsel saat 

berkendara (Detik.com, 2024). 

Menurut wawancara dengan Adi Chandra W., selaku petugas di 

Satlantas Polresta Malang Kota, kebijakan ETLE mulai diterapkan di Kota 

Malang sejak akhir tahun 2022 dan secara bertahap dioperasikan pada 

tahun-tahun berikutnya. Ia menuturkan bahwa: 

“Kalau di Malang sendiri itu mulai awal pemasangannya itu akhir tahun 

2022, terus diaktifkan lagi, dimainkan bulan Februari tahun 2023, itu 

berbentuk ETLE mobile yang di mobil itu. Kalau titik statis yang di 

perempatan-perempatan itu, pemasangannya itu pertengahan tahun 2024 

juga diresmikan tahun 2024 juga pertengahan tahun itu, sama” 

(Wawancara dengan Adi Chandra W., petugas Satlantas Polresta 

Malang Kota, 2 Mei 2025). 
 

Lebih lanjut, Adi Chandra juga merinci titik-titik lokasi kamera ETLE 

statis yang telah beroperasi: 
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“Yang pertama itu di Jalan Ahmad yani, Borobudur. Jadi paska Dipilar, 

yang pertama dipasang. Yang kedua di jembatan UB, Suhat itu. Ya Jalan 

Soekarno Hatta ya to. Yang ketiga di Sipapat Kaliurang. Yang tempat 

yang terakhir di Jalan Kasin, Simpang 3 Kasin.” (Wawancara dengan 

Adi Chandra W., petugas Satlantas Polresta Malang Kota, 2 Mei 2025). 
 

Data media lokal juga menunjukkan bahwa dalam periode Januari 

hingga Mei 2024, tercatat setidaknya 202 kasus pelanggaran berupa 

pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm berhasil terekam 

oleh kamera ETLE di Jalan Ahmad Yani. Sebagian pelanggar diketahui 

merupakan warga sekitar yang beralasan bahwa jarak tempuh yang pendek 

tidak memerlukan penggunaan helm (Radarmalang.jawapos.com, 2024).  

Alasan tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 291 Ayat 1 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan, yang menyatakan bahwa setiap pengendara dan penumpang sepeda 

motor wajib menggunakan helm berstandar nasional Indonesia (SNI), tanpa 

memandang jarak tempuh. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat 

dikenakan sanksi pidana berupa kurungan paling lama satu bulan atau denda 

maksimal sebesar Rp250.000. Melalui penerapan kebijakan ETLE, 

pemerintah berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap 

pentingnya keselamatan berkendara sekaligus menurunkan angka 

pelanggaran lalu lintas di wilayah Kota Malang (Radarmalang.jawapos.com, 

2024). 

Kendati kebijakan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) telah 

mulai diterapkan di Kota Malang dan memberikan sejumlah capaian positif, 

namun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Beberapa tantangan 

masih ditemukan, seperti keterbatasan infrastruktur, kendala teknis, 
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rendahnya kesadaran masyarakat, dan koordinasi antar instansi yang belum 

maksimal. Permasalahan ini menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut guna 

mengetahui sejauh mana efektivitas penerapan kebijakan ETLE dalam 

menertibkan pengguna jalan secara berkelanjutan. 

Dengan mengatasi berbagai permasalahan tersebut, diharapkan 

penerapan ETLE di Kota Malang dapat berjalan lebih efektif dan efisien ke 

depannya. Tidak hanya memperkuat kebijakan penegakan hukum berbasis 

teknologi, kebijakan ini juga berpotensi memberikan kontribusi nyata dalam 

meningkatkan keselamatan dan ketertiban berlalu lintas. Dalam mendukung 

hal tersebut, Polresta Malang Kota secara aktif mengimplementasikan 

teknologi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dan Electronic Mobile 

Handheld (EMH), khususnya selama pelaksanaan Operasi Patuh Semeru 

2024 yang berlangsung pada 14–28 Juli 2024 (Malangkota.go.id, 2024). 

Dalam wawancara yang dilakukan pada 28 April 2025, Kapolresta 

Malang Kota, Kombes Pol. Nanang Haryono, menyampaikan bahwa pihak 

kepolisian saat ini mengandalkan dua teknologi utama dalam penindakan lalu 

lintas, yakni kebijakan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dan 

perangkat Electronic Mobile Handheld (EMH). Ia menjelaskan:  

"Dua teknologi utama yang saat ini kami andalkan adalah Electronic 

Traffic Law Enforcement (ETLE) dan perangkat Electronic Mobile 

Handheld (EMH)... ETLE mampu merekam pelanggaran secara real-time 

tanpa kehadiran petugas, sedangkan EMH memungkinkan penindakan 

digital yang langsung terintegrasi ke sistem pusat. Hal ini menciptakan 

proses yang lebih objektif, efisien, dan transparan.” (Wawancara dengan 

Adi Chandra W., petugas Satlantas Polresta Malang Kota, 2 Mei 2025). 
 

Pernyataan ini menunjukkan adanya optimisme dari pihak kepolisian 

terhadap pemanfaatan teknologi dalam penegakan hukum lalu lintas. 
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Meskipun sistem ETLE dan EMH telah diterapkan, penindakan manual masih 

tetap dilakukan untuk jenis pelanggaran yang belum dapat terdeteksi secara 

elektronik (Malangkota.go.id, 2024). 

Sebagai bagian dari upaya penguatan penegakan hukum berbasis 

teknologi, Pemerintah Kota Malang bersama Polresta Malang Kota 

merencanakan penambahan dua kamera ETLE baru pada Maret 2024. 

Kamera tersebut akan dipasang di titik-titik strategis, seperti Simpang Tiga 

Sabilillah, Simpang Kaliurang (Jalan Jaksa Agung Suprapto), Simpang UB 

(Jalan Soekarno-Hatta), Pos Polisi Kasin (Jalan Arif Margono), dan Simpang 

Hotel Savana (Jalan Letjen Sutoyo). Dari total kamera yang direncanakan, 

tiga unit berasal dari hibah Korlantas Polri, sementara satu unit lainnya 

didanai melalui APBD Kota Malang (Radarmalang.jawapos.com, 2024). 

Rencana ini menunjukkan adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah 

dalam mendukung penegakan hukum lalu lintas berbasis digital yang lebih 

modern dan terintegrasi. 

Pada tahap awal implementasinya, kebijakan Electronic Traffic Law 

Enforcement (ETLE) di Kota Malang hanya dipasang di empat titik. Namun, 

berdasarkan wawancara dengan Adi Chandra W., petugas dari Satuan Lalu 

Lintas (Satlantas) Polresta Malang Kota, kebijakan ini direncanakan untuk 

dikembangkan secara bertahap hingga mencakup 20 titik pemantauan, seiring 

dengan dukungan anggaran dan kebijakan dari berbagai instansi. 

“Diperluas, rencana 20 titik, sekarang masih 4, besoknya lagi mau 5. 

Rencananya mau 20 titik, secara bertahap karena biayanya mahal. Kita 

jadwal mungkin pasang 1, pasang 2, lah itu, jadi sampai sesuai 

perencanaan 20 titik kamera ETLE di Kota Malang.” (Wawancara 
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dengan Adi Chandra W., petugas Satlantas Polresta Malang Kota, 2 Mei 

2025). 
 

Dalam pengadaan perangkat ETLE, Satlantas Polresta Malang Kota 

juga menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kota Malang melalui Dinas 

Perhubungan (Dishub). Beberapa kamera ETLE dibiayai menggunakan 

anggaran daerah, sedangkan sisanya merupakan bantuan dari Korlantas Polri. 

“Ada, untuk Pemkot Malang untuk masalah anggaran, ada 2 kamera yang 

dianggarkan dari Pemkot Malang, ya di Ahmad yani sama di Madyopuro 

itu yang dipasang dan diresmikan itu melalui anggaran dari Pemkot 

Malang melalui Dishub. Kalau yang 3 itu dari Suhat, terus Kaliurang ini, 

sama Kasin itu anggaran dari Korlantas, dari pusat sana.” (Wawancara 

dengan Adi Chandra W., petugas Satlantas Polresta Malang Kota, 2 Mei 

2025). 
 

Meskipun teknologi ETLE memiliki banyak keunggulan, kebijakan ini 

juga memiliki keterbatasan dalam mendeteksi pelanggaran yang bersifat 

dinamis seperti melawan arus atau berkendara secara zig-zag. Oleh karena itu, 

penindakan manual tetap dibutuhkan untuk jenis pelanggaran tertentu. 

Menurut Mochamad Aan Sugiharto, Dosen Sosiologi Universitas 

Muhammadiyah Malang, keberadaan ETLE mampu memengaruhi perilaku 

pengendara karena adanya pengawasan yang bersifat kontinyu dan tidak 

mengenal waktu, sehingga dapat menciptakan efek jera yang lebih nyata 

(Malang-post.com, 2024). 

Penerapan kebijakan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di 

Indonesia pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penegakan 

hukum lalu lintas secara digital dan objektif, tanpa keterlibatan langsung 

petugas di lapangan. Secara nasional, kebijakan ini dirancang untuk merekam 

berbagai bentuk pelanggaran seperti tidak memakai helm, tidak menggunakan 
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sabuk keselamatan, pelanggaran marka jalan, pelat nomor palsu, melawan 

arus, penggunaan ponsel saat berkendara, hingga pelanggaran lampu lalu 

lintas (Saputra, N. P., 2021). 

Di Kota Malang sendiri, kebijakan ETLE mulai diimplementasikan 

dalam beberapa tahun terakhir dengan cakupan pelanggaran yang masih 

terbatas. Berdasarkan wawancara dengan Adi Chandra W., petugas dari 

Satlantas Polresta Malang Kota, kebijakan ETLE saat ini lebih difokuskan 

pada pelanggaran-pelanggaran yang dapat direkam secara visual melalui 

kamera. 

“Yang tercapture, yang pertama itu nggak pakai helm, yang kedua safety 

belt, yang ketiga melanggar lampu merah...” (Wawancara dengan Adi 

Chandra W., petugas Satlantas Polresta Malang Kota, 2 Mei 2025). 
 

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa ETLE telah mulai dijalankan 

secara bertahap di Kota Malang, namun cakupan jenis pelanggaran yang 

dapat ditindak melalui kebijakan elektronik ini masih bersifat terbatas. Hal ini 

menjadi bagian dari dinamika implementasi ETLE yang turut memengaruhi 

efektivitas kebijakan dalam penertiban pengguna jalan. 

Meskipun penerapan ETLE di Kota Malang menunjukkan kemajuan 

positif, evaluasi akademik yang menyoroti pelaksanaannya secara 

menyeluruh masih terbatas. Padahal, efektivitas ETLE tidak hanya 

bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kinerja aparat, kepatuhan 

masyarakat, hambatan implementasi, dan dampaknya terhadap perubahan 

perilaku berlalu lintas. 

William Nugroho (2003) menyatakan bahwa efektivitas kebijakan 

ditentukan oleh sejauh mana tujuan awal tercapai secara optimal dan 
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manfaatnya dirasakan masyarakat. Namun, pendekatan ini masih bersifat 

umum dan belum sepenuhnya mempertimbangkan kompleksitas kebijakan 

digital seperti ETLE yang menuntut kesiapan infrastruktur, integrasi data, dan 

literasi digital masyarakat. Jika hanya berfokus pada hasil akhir, pendekatan 

ini berisiko mengabaikan tantangan teknis dan sosial yang dihadapi dalam 

implementasi kebijakan berbasis teknologi. 

Oleh karena itu, muncul persoalan teoretis: seberapa relevan 

pendekatan Nugroho digunakan untuk mengevaluasi kebijakan ETLE dalam 

konteks lokal seperti Kota Malang. Penelitian ini tidak hanya mengukur 

efektivitas secara substantif, tetapi juga mengkritisi keterbatasan pendekatan 

konvensional dalam menjelaskan kebijakan penegakan hukum berbasis 

teknologi. 

Dengan demikian, penelitian ini mengangkat judul "Efektivitas 

Kebijakan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dalam Upaya 

Penertiban Pengguna Jalan di Kota Malang", dengan fokus pada pelaksanaan, 

respons masyarakat, hambatan teknis, serta dampaknya terhadap ketertiban 

lalu lintas. Diharapkan, kajian ini dapat memberikan masukan bagi 

penyempurnaan evaluasi kebijakan di era digital. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

menemukan dua rumusan masalah dari penelitian ini, antara lain: 

1. Bagaimana efektivitas kebijakan ETLE dalam menertibkan pengguna 

jalan di Kota Malang? 

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dari efektivitas penerapan 

kebijakan ETLE dalam menertibkan pengguna jalan di Kota Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasar rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas kebijakan ETLE 

dalam menertibkan pengguna jalan di Kota Malang. 

2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan 

penghambat dari efektivitas penerapan kebijakan ETLE dalam 

menertibkan pengguna jalan di Kota Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini 

diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :  

D.1.  Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat 

sebagai berikut: 

1) Memperkaya kajian dalam bidang administrasi publik khususnya 

dalam topik tata kelola lalu lintas berbasis teknologi 
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2) Menjadi rujukan teoritis bagi pengembangan teori tentang 

efektivitas penerapan teknologi dalam meningkatkan kepatuhan 

hukum dan layanan publik. 

3) Memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang 

bagaimana efektivitas dapat diukur dalam konteks penerapan 

teknologi modern di ranah publik. 

D.2.  Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat 

sebagai berikut: 

1) Bagi Penulis 

Penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk mengembangkan 

pengetahuan dan keterampilan penelitian, memahami 

implementasi dan tantangan kebijakan ETLE, serta memberikan 

rekomendasi konkret untuk meningkatkan kualitas penegakan 

hukum lalu lintas di Kota Malang. 

2) Bagi Pemerintah Daerah 

Penelitian ini dapat menjadi dasar evaluasi kebijakan penerapan 

ETLE di Kota Malang. Hasil penelitian dapat membantu 

pemerintah lokal mengidentifikasi aspek yang perlu ditingkatkan 

agar implementasi ETLE lebih optimal. 

3) Bagi Kepolisian Lalu Lintas 

Memberikan masukan tentang bagaimana kebijakan ETLE dapat 

dimaksimalkan untuk mendukung tugas penertiban dan 
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pengawasan lalu lintas, serta meningkatkan kepercayaan publik 

terhadap penegakan hukum. 

4) Bagi Pengguna Jalan 

Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya 

kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas dan peran ETLE dalam 

menciptakan jalan yang lebih aman. 

5) Bagi Pihak Pengembang Teknologi 

Menyediakan data empiris tentang kinerja kebijakan ETLE 

sehingga dapat menjadi acuan untuk mengembangkan teknologi 

yang lebih user-friendly dan efektif. 

6) Bagi Penelitian Selanjutnya 

Menjadi bahan referensi bagi akademisi atau peneliti lain yang 

ingin mengkaji penerapan teknologi dalam penegakan hukum di 

sektor lain atau di wilayah berbeda. 
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E. Sistematika Penulisan 

1. Bab I Pendahuluan 

Bab I Pendahuluan berisi gambaran umum latar belakang yang 

menjelaskan alasan pentingnya penelitian ini dilakukan, termasuk 

permasalahan yang dihadapi Kota Malang terkait ketertiban lalu lintas dan 

perlunya kebijakan ETLE sebagai solusi. 

2. Bab II Kajian Pustaka 

Bab II Tinjauan Pustaka berisi uraian teoritis yang mendasari 

penelitian. Bab ini dimulai dengan pembahasan mengenai kajian penelitian 

terdahulu yang relevan untuk memperkuat posisi penelitian saat ini lalu 

dilanjut dengan penjelasan mengenai (teori-teori). 

3. Bab III Metode Penelitian  

Bab III Metode Penelitian menjelaskan pendekatan dan jenis 

penelitian yang digunakan, yaitu kualitatif deskriptif. Dalam bab ini juga 

dijabarkan fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data berupa 

informan, sumber tertulis, data primer dan sekunder, serta teknik 

pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Teknik analisis data yang digunakan berupa teknik analisis data campuran 

yaitu model Miles dan Huberman dengan model Cresswell. Keabsahan 

data dijaga melalui uji kredibilitas, uji transferability, uji dependability, 

dan uji konfirmability. 
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4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan menyajikan temuan 

lapangan yang telah diperoleh dan dianalisis berdasarkan lima indikator 

efektivitas. Subbab dimulai dengan gambaran umum Kota Malang dan 

pelaksanaan kebijakan ETLE di wilayah tersebut. Selanjutnya, dilakukan 

analisis efektivitas berdasarkan 5 indikator dari William N. Dunn (2003): 

(1) Efisiensi (Efficiency), (2) Kecukupan (Adequacy), (3) Perataan (Equity), 

(4) Responsivitas (Responsiveness), dan (5) Ketepatan (Appropriateness). 

Di bagian akhir bab ini dibahas faktor-faktor pendukung dan penghambat 

yang mempengaruhi implementasi ETLE serta pembahasan hasil 

dibandingkan dengan teori dan temuan terdahulu. 

5. Bab V Penutup 

Bab V Penutup berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang 

menjawab rumusan masalah, serta saran-saran yang diberikan kepada 

pihak terkait, baik untuk perbaikan implementasi ETLE di masa depan 

maupun untuk penelitian lanjutan yang relevan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Pada era transformasi digital dan kompleksitas permasalahan lalu 

lintas yang semakin meningkat, kebijakan publik dituntut untuk adaptif 

terhadap perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Salah satu bentuk 

respons pemerintah dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum lalu 

lintas ialah melalui kebijakan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), 

yang bertujuan untuk menciptakan penertiban lalu lintas yang lebih objektif, 

transparan, dan bebas dari praktik-praktik penyimpangan. Penerapan 

kebijakan ETLE di Kota Malang menjadi bagian dari implementasi nasional 

yang didasarkan pada berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta 

Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan 

Penandaan Surat Tilang Elektronik. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dijabarkan dalam Bab IV, 

efektivitas kebijakan ETLE dianalisis melalui lima indikator yang 

dikembangkan oleh William N. Dunn, yaitu efisiensi, kecukupan, perataan, 

responsivitas, dan ketepatan. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara umum, 

ETLE telah memenuhi sebagian besar indikator efektivitas, meskipun 

terdapat sejumlah catatan penting yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut. 

Dari aspek efisiensi, kebijakan ETLE telah menunjukkan kontribusi 

yang signifikan terhadap percepatan proses penindakan hukum. Proses 
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perekaman pelanggaran oleh kamera pengawas, verifikasi data oleh petugas, 

serta pengiriman surat konfirmasi melalui sistem daring telah mampu 

memperpendek rantai birokrasi dan mengurangi potensi interaksi langsung 

yang rentan terhadap penyimpangan. Efisiensi juga tercermin dari 

pengelolaan data yang terintegrasi dengan sistem e-KTP, yang membuat 

identifikasi pelanggar lebih cepat dan akurat. Meski demikian, efisiensi ini 

masih terbatas pada jenis pelanggaran tertentu yang dapat dideteksi secara 

otomatis melalui kamera ETLE. 

Pada indikator kecukupan, pelaksanaan ETLE di Kota Malang telah 

didukung oleh struktur kelembagaan dan perangkat teknologi dasar yang 

memadai. Koordinasi antara Satlantas Polresta Malang Kota dengan Dinas 

Perhubungan menunjukkan adanya sinergi kelembagaan dalam pelaksanaan 

kebijakan. Namun, keterbatasan jumlah kamera, serta kendala anggaran dan 

pemeliharaan perangkat, masih menjadi hambatan yang signifikan. Jumlah 

titik pemantauan yang masih terbatas juga menyebabkan jangkauan 

penindakan hukum belum merata di seluruh wilayah Kota Malang. 

Dari sisi perataan, implementasi ETLE belum sepenuhnya 

menjangkau seluruh kalangan masyarakat secara merata. Hal ini disebabkan 

oleh rendahnya literasi digital di kalangan pengguna jalan tertentu, serta 

belum optimalnya sosialisasi kebijakan dan prosedur klarifikasi pelanggaran. 

Ketidakseimbangan ini berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam 

penerimaan dan pemahaman kebijakan ETLE, serta dapat menimbulkan 
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persepsi ketidakadilan apabila kebijakan hanya dirasakan efektif oleh 

kelompok tertentu. 

Dalam indikator responsivitas, kebijakan ETLE dinilai cukup mampu 

merespons permasalahan klasik dalam penegakan hukum lalu lintas, 

khususnya terkait upaya mengurangi interaksi langsung antara petugas dan 

pelanggar yang selama ini membuka ruang bagi praktik pungli. Kebijakan ini 

menghadirkan bentuk penindakan yang lebih netral, berbasis bukti elektronik, 

dan tersistem. Namun, perlu dicatat bahwa kebijakan ETLE masih belum 

mampu menangani seluruh bentuk pelanggaran, terutama yang bersifat 

dinamis seperti penggunaan knalpot brong, balap liar, atau pelanggaran oleh 

pengendara di bawah umur. Oleh karena itu, penindakan manual tetap 

diperlukan sebagai pelengkap kebijakan. 

Terakhir, dari indikator ketepatan, kebijakan ETLE secara substansial 

telah menjadi solusi yang relevan dan adaptif terhadap kebutuhan penegakan 

hukum modern. Kebijakan ini tidak hanya mampu meminimalkan praktik 

penyimpangan, tetapi juga memberikan efek jera yang lebih kuat kepada 

pelanggar karena pelanggaran yang terekam sulit untuk disangkal. 

Keberadaan regulasi yang jelas dan komprehensif memperkuat posisi 

kebijakan ETLE sebagai instrumen hukum yang sah dan akuntabel. Jenis 

pelanggaran yang ditindak melalui sistem juga merupakan pelanggaran yang 

umum terjadi dan berkontribusi besar terhadap angka kecelakaan lalu lintas, 

sehingga menegaskan ketepatan kebijakan ini dalam menjawab kebutuhan 

yang ada di lapangan. 
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Jika dikaitkan dengan kerangka berpikir dan teori efektivitas 

kebijakan publik menurut William N. Dunn yang digunakan dalam kajian 

pustaka, maka implementasi ETLE di Kota Malang telah menunjukkan 

capaian-capaian positif dalam pelaksanaan kebijakan, tetapi masih memiliki 

celah yang memerlukan penguatan, baik dari sisi teknis, kelembagaan, 

maupun partisipasi masyarakat. Sementara itu, secara normatif, kebijakan ini 

telah memiliki dasar hukum yang memadai, baik dalam skala nasional 

maupun lokal, sehingga secara legal dan administratif sudah memenuhi 

persyaratan sebagai kebijakan publik yang sah dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Permasalahan utama dalam efektivitas kebijakan ETLE di Kota 

Malang terletak pada keterbatasan fasilitas teknologi yang belum merata, 

kurang optimalnya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, serta 

ketergantungan sistem terhadap pelanggaran-pelanggaran visual semata. Di 

sisi lain, nilai-nilai positif yang berhasil diwujudkan meliputi peningkatan 

akuntabilitas aparat, pengurangan praktik pungli, serta munculnya efek jera 

bagi pelanggar yang sebelumnya terbiasa mengabaikan aturan lalu lintas. 

Dengan mempertimbangkan seluruh aspek temuan lapangan, kerangka 

teoritik, serta basis regulasi yang melandasi kebijakan ini, maka dapat 

disimpulkan bahwa efektivitas kebijakan ETLE dalam upaya penertiban 

pengguna jalan di Kota Malang telah berlangsung secara cukup efektif, 

dengan catatan bahwa efektivitas tersebut masih bersifat parsial dan belum 

optimal secara keseluruhan. Kebijakan ini telah berhasil menciptakan 
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penegakan hukum yang lebih objektif dan sistematis, namun untuk mencapai 

efektivitas maksimal, diperlukan penguatan pada aspek infrastruktur, 

kapasitas sumber daya manusia, perluasan titik pemantauan, serta 

peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat. Oleh karena itu, 

keberhasilan kebijakan ETLE di masa mendatang sangat bergantung pada 

sinergi antara teknologi, kelembagaan, dan partisipasi publik yang 

berkelanjutan. 

B. Saran 

Sebagai bentuk evaluasi atas temuan penelitian, peneliti memberikan 

beberapa saran strategis yang dapat diterapkan guna meningkatkan efektivitas 

penerapan kebijakan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Kota 

Malang, sebagai berikut: 

1. Penambahan Titik Kamera ETLE 

Pemerintah Kota Malang bersama Polresta dan Dishub disarankan untuk 

menambah jumlah kamera ETLE secara bertahap, dengan 

memprioritaskan titik-titik rawan pelanggaran dan kecelakaan 

berdasarkan data lalu lintas. Pemasangan dapat dilakukan sesuai tingkat 

urgensi dan kemampuan anggaran guna memastikan pengawasan yang 

lebih merata dan efektif. 

2. Pengadaan Shelter atau Kotak Proteksi Kabel FO (Fiber Optik) 

Untuk mengatasi hambatan teknis akibat gangguan alam seperti gigitan 

binatang, pohon tumbang, dan cuaca ekstrem, disarankan agar 

pemerintah mengalokasikan anggaran untuk penguatan infrastruktur 
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jaringan, khususnya melalui pemasangan kebijakan ducting tertutup atau 

shelter box guna melindungi kabel fiber optik (FO) pada kebijakan ETLE 

agar tetap stabil dan terlindungi. 

3. Pelatihan Teknis untuk SDM Lokal 

Untuk mengurangi ketergantungan pada teknisi pusat, disarankan agar 

Dishub dan Polresta Malang Kota memberikan pelatihan teknis kepada 

SDM lokal, baik dari kalangan ASN maupun mitra kerja, sehingga 

gangguan ringan pada kebijakan ETLE dapat ditangani secara mandiri 

dan lebih cepat. 

4. Sosialisasi yang Menjangkau Masyarakat Langsung 

Sosialisasi mengenai kebijakan ETLE sebaiknya tidak hanya 

mengandalkan media sosial, tetapi juga dilakukan secara langsung 

melalui jalur yang dekat dengan masyarakat, seperti program kampung 

tertib lalu lintas, kerja sama dengan sekolah, penyuluhan di acara car free 

day, serta forum RT/RW atau kelurahan. Pendekatan langsung ini dinilai 

lebih efektif untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat 

terhadap kebijakan ETLE secara menyeluruh. 

5. Peningkatan Layanan Klarifikasi dan Informasi Digital 

Instansi terkait disarankan menyediakan layanan klarifikasi dan bantuan 

berbasis digital, seperti WhatsApp Center, chatbot, atau portal online 

resmi yang mudah diakses masyarakat. Layanan ini sebaiknya mencakup 

informasi pelanggaran, alur pembayaran, serta panduan cara menyanggah 

pelanggaran. Kehadiran fasilitas ini akan memudahkan masyarakat dalam 
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mengakses layanan ETLE secara cepat dan efisien tanpa perlu datang 

langsung ke kantor. 

6. Monitoring dan Evaluasi Bersama Secara Terbuka 

Monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan ETLE perlu dilakukan 

secara berkala dan terbuka dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk 

perwakilan masyarakat. Kegiatan ini dapat difasilitasi melalui forum lalu 

lintas, dialog publik, atau kerja sama dengan LSM dan komunitas 

pengemudi online. Dengan cara ini, kebijakan dapat diperbaiki secara 

partisipatif dan responsif terhadap masukan maupun keluhan masyarakat. 

7. Pengintegrasian ETLE dengan Aplikasi Smart City 

Pemerintah Kota Malang disarankan untuk mengintegrasikan kebijakan 

ETLE dengan aplikasi layanan publik yang telah dimiliki, seperti aplikasi 

Malang Smart City. Integrasi ini bertujuan agar informasi terkait tilang 

elektronik, termasuk detail pelanggaran dan proses pembayaran, dapat 

diakses masyarakat secara real-time dan lebih praktis melalui satu 

platform digital yang terpusat. 

Dengan diterapkannya berbagai saran tersebut, diharapkan kebijakan 

ETLE di Kota Malang dapat berjalan lebih optimal, tidak hanya dalam hal 

teknis dan operasional, tetapi juga dalam membangun kesadaran hukum serta 

budaya tertib berlalu lintas di kalangan masyarakat. Dukungan dari berbagai 

pihak, mulai dari pemerintah, instansi pelaksana, hingga partisipasi aktif 

warga, menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan kebijakan penegakan 

hukum lalu lintas berbasis teknologi yang berkelanjutan dan berkeadilan. 
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